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REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

 

Mengingat  :  1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 

Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6110); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5883); 

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui 

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101); 

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

16); 

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 62); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur 

dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 
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2010 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016  

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 121); 

 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 

tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas 

Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian 

Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi 

pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik 

Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka 

Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 638);  

12. Peraturan Menteri Perencanaan  Pembangunan  

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara  

Pelaksanaan  Kerja Sama  Pemerintah  dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862); 
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13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

466); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara 

Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan 

Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 139); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian 

Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem 

Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 752); 

16. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 

tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka 

Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk 
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Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 299); 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 09/PRT/M/2017 tentang Tata Cara 

Pemilian Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang 

Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur 

untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik 

Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan 

Mekanisme Sewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 658); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 

tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan 

Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian 

Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya 

disebut Pelaksanaan KPBU adalah kegiatan yang 

bertujuan membangun, memperluas dan/atau 

meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik 

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat,  

dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk 
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